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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Banjarmasin, 09 Oktober 1983, agama Islam,
pekerjaan xxx Xxxxxx XxxxxX, pendidikan SD,
tempat kediaman di KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Januar 1978, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05
Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Brb,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2004 Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi,
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Propinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 666/75/\//2004

tanggal 10 Mei 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kampung Mede Bekasi Timur
sekitar 1 bulan, pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXXXXXXXX
sekitar 5 bulan, dan terakhir pindah ke rumah bersama di XXXX XXXXXXXXXX
sekitar 16 tahun 5 bulan. Selama pemikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan badan (ba’da dukhul) layaknya sebagaimana
suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. ANAK Isekarang berumur 16 tahun;

2.2. ANAK Il sekarang berumur 5 tahun;

3. Bahwa kehidupan mumah tangga yang rmukun dan harmonis dirasakan
Penggugat sekitar 15 tahun, sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan
Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
antara lain:

3.1. Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat
dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat saja;

3.2. Tergugat tidak jujur dan tidak ada sikap keterbukaan kepada
Penggugat, seperti Tergugat tidak jujur dan tidak berterus terang
kepada Penggugat tentang perolehan hasil usaha Tergugat serta
penggunaan uang hasil usaha tersebut;

3.3. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap hutang kepada pihak lain,
sehingga Penggugatlah yang didorong Tergugat untuk menanggung
hutang sendirian, sedangkan Tergugat tidak perduli;

4. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti batin
Penggugat, seperti goblok dan lain-lain bahkan Tergugat sering berkata
seraya mengusir Penggugat, namun Penggugat tetap mencoba
mempertahankan rumah tangga, bahkan Tergugat juga pernah menyakiti
fisik Penggugat dengan cara memukul bagian wajah Penggugat;

5. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati

Tergugat agar Tergugat mau berubah dengan harapan keutuhan rumah
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tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak
berhasil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 April
April 2021 disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat dikarenakan
Penggugat berjualan sayur di pasar hingga jam 08.00 malam, sedangkan
Tergugat tidak perduli dengan hutang-hutang yang di tanggung oleh
Penggugat, padahal hutang tersebut untuk keperluan bersama. Setelah
pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan
tempat kediaman bersama sehingga saat ini Tergugat bertempat tinggal di
rumah sewa yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;

7. Bahwa sejak tanggal 04 April April 2021 hingga sampai saat ini tanggal 05
Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sekitar 9 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat
kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, Tergugat
telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan pada tanggal 23 Juli 2021.
Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan
untuk hidup rukun dalam berumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar dari seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
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menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sebagaimana relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Brb, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat in casu Penggugat,
NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXX XXXX
XXXXXX  XXXXXX, Tanggal 04 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai dan
telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Barabai, XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXxXxX, Nomor 666/75/\//2004 Tanggal 09
Mei 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian
diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2
orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XxXxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami

istri karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada pertengahan tahun 2004;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang
bernama ANAK | sekarang berumur 16 tahun, dan ANAK Il sekarang
berumur 5 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga
Penggugat di Kampung Mede Bekasi Timur sekitar 1 (satu) bulan,
pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXXXXxXxX sekitar 6
(enam) bulan, dan terakhir pindah ke mumah bersama di xxxx
XXXXXXXXXX sekitar lebih 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sedangkan Tergugat tinggal di
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak
memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga
Penggugat berjualan sayur di pasar untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, serta
keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk
tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami

istri karena saksi adalah teman Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada pertengahan tahun 2004;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang
bernama ANAK | sekarang berumur 16 tahun, dan ANAK Il sekarang
berumur 5 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga
Penggugat di Kampung Mede Bekasi Timur sekitar 1 (satu) bulan,
pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXXXXXXXX sekitar 6
(enam) bulan, dan terakhir pindah ke mumah bersama di xxxx
XXXXXXXXXX sekitar lebih 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sedangkan Tergugat tinggal di
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak
menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat memenuhi kebutuhannya
dengan berjualan sayur di pasar;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, serta
keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk
tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan
mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugatdan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor
666/75/VV/2004, tanggal 09 Mei 2004 (Bukti P.2) Penggugat dan Tergugat
merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu,
Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun
Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama,namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan setelah Hakim pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan
serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal
149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara
verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa
kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath
Al-Mu‘in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim
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sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim,
menyatakan:

Bl GRS o) e STades e 308 0y el 52) S e sladlly

P
5
w3

T s i E gy ¢ 58 g B o5 2 g S OF 0 (s bl Lgie e 3)

awed 3 34 ol

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di

tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu

bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila

Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak
menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang
sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus terjadi hingga mengakibatkan pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani
untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1
dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi
sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat
bukti, telah dibern meterai cukup dan telah di-nazegelen, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah
memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2

tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang
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secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata
dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta
autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya
hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempumaan dan
mengikainya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya
dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1,
maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah bertempat tinggal di
Kabupaten Hulu Sungai tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2,
maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam
perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti
saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk
diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan
keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima
sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah
pada pertengahan tahun 2004;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang
bernama ANAK | sekarang berumur 16 tahun, dan ANAK Il sekarang
berumur 5 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga

Penggugat di Kampung Mede Bekasi Timur sekitar 1 (satu) bulan, pindah
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ke rumah orang tua Penggugat di xxXxx XXXxxxxxxx sekitar 6 (enam) bulan,
dan terakhir pindah ke rumah bersama di Xxxx XXXxxxxxxx sekitar lebih 16
(enam belas) tahun;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH,;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak menafkahi
Penggugat, sehingga Penggugat memenuhi kebutuhannya dengan
berjualan sayur di pasar;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, serta keduanya
sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak
cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta
yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat
menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana
maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di
persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah
pada 10 Mei 2004;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang
bernama ANAK | sekarang berumur 16 tahun, dan ANAK Il sekarang

berumur 5 tahun;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga
Penggugat di Kampung Mede Bekasi Timur sekitar 1 (satu) bulan, pindah
ke rumah orang tua Penggugat di xxxx XXXXxxxxxx sekitar 6 (enam) bulan,
dan terakhir pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx sekitar lebih 16
(enam belas) tahun;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH,;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat
memenuhi kebutuhannya dengan berjualan sayur di pasar;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, serta keduanya
sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak
cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Hakim
berkesimpulan bahwa mumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu
memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia
pimpin sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak nyaman dan tidak
sanggup lagi tinggal bersama Tergugat. Padahal Allah berfirman:

835 K05 Jray Wil VK0T 351 kil (&1 GGl 3T =adls (s
- ‘ﬁ’.:./ 0'/' " Pl - ‘1 > @ f./ ° N
09088 2l cule 0y L 5)) 4l

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.
Ar-rum:21);
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Menimbang, bahwa Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan
persoalan intern mumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga
(perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di
expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang
diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendir tidak
mengetahuinya;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan
saksi-saksi, namun Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting
berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat
hukum (rechts gevolg) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang
berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling
memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan
Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami
istri, sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam
dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat
terpenuhi dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan vyaitu
memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara
Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan menunjukan
permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus
menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan
permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan,
namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi

berlarut-larut;
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Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur
rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri,
oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk
penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar
suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan
dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah
pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi
yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri
tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin
meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya
pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya
maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana
ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan
bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat
dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :
slipY) Oy ol BIpsl ol Aol Ao Ul ) Walges b 1315
Gilb Login Y (o8 (ol e gkt (y 8t 15 ans BUaY
&L b
Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
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yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas
antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in;

2. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :
Cenl 13) Gpddl oWl e Cllas OF drgild O ¢ Ml ale¥l Cad
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Artinya :
Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan
kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia
mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya
sehingga siisteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah
tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya,
memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk

menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran

berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman
100:
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Artinya :
Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya

perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya
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yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan
tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.
Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik
yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan
antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah i) Allah
menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali

dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4, Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83 :
iy A by pergdl 3L Ojlaias e G allas S sl Uy
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Artinya :

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,
dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat
keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

G o b 5l g i 15 s G 1)
Artinya :
“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka
Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “;
Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat

maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan
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Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas,
Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian
berdasarkan Pasal 19 humuf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat
yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-
pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari
Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan
Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak
terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj’i
terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba’in
shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian
pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Hakim menjatuhkan
talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang
perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkaraini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada har Selasa tanggal 25 Januari
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh
kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua
Pengadilan Agama Barabai Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Brb Rabu tanggal 5
Januari 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat
Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor
168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan
dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan  :Rp 260.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).
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